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PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA TEBING TINGGI
TAHUN ANGGARAN 2011
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TEBING TINGGI,

bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit
organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk
pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2011;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perubahan APBD tahun anggaran 2011 perlu ditetapkan dengan peraturan
daerah;

Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota — kota kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun L.994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 44,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Neégara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerzh (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor L26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Pembentukan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 1I Tebing Tinggi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubaban Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan

rotokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomecr 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Kenangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomot' 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomer 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),

* Peratirran Pemerintah Nomor 65 Tahun. 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan‘penera:pan Standar pelayanan Minimal (L.embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemenmah (Lembaran Negara Repu'-hk Indonesia
Tahun 2096 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik IndoneSia Nomor 5165);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dirubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2011;

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 24 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Tebing Tinggi Priode 2009 - 2014
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI
dan
WALIKOTA TEBING TINGGI
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN
ANGGARAN 2011

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 semula berjumlah Rp. 414.563.994796,- bertambah / (berkurang) sejumlah Rp. 73.617.961.151,- sehmgga
menjadl Rp. 488.181 955 947,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan
a. semula Rp.  355.825.658.300,-

b. bertambah/(berkurang) Rp. 49.124.782.069.-
Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 404.950.440.369.-

2. Belanja
a. semula Rp.  414.563.994.796,-
b. bertambah/(berkurang) Rp. 73.617.961.151.- .
Jumlah belanja setelah perubahan Rp. 488.181.955.947,-
Defisit setelah perubahan Rp. (83.231.515.578,-)

3. Pembiayaan:
a. Penerimaan
1)Semula Rp. 63.638.336.496,-

2)Bertambah/(berkurang) Rp. 23.493.179.082.-
Jumlah penerimaan setelah Perubahan Rp. 87.131.515.578,-

b. Pengeluaran
1)Semula . Rp. 4.900.000.000,-
2)Bertambah/(berkurang) Rp. (1.000.000.009.-)
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan Rp 3.900.000.000,-

Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan Rp. 83.231.515.578,-
iv




Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 0,-
Pasal 2
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimakud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Pendapatan asli daerah
(1) Semula Rp. 27.990.746.500,-
(2) Bertambah / (berkurang) Rp, 599.516.789.-
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 28.590.263.289,-
b. Dana perimbangan
(1) Semula Rp. 303.026.902.000,-
(2) Bertambah / (berkurang) Rp. (182.816.000.-)
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan Rp. 302.844.086.000,-
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
(1) Semula . Rp. 24.808.009.800,-
(2) Bertambah /-(berkurang) ' Rp. .48.708.081.280.- -
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp.  73.516.091.080,-
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimakud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
a. Pajak daerah T o
(1) Semula Rp.  7.959.300.000,-
(2) Bertambah / (berkurang) Rp.  (1.000.000.000.-)
Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp.  6.959.300.000,-
b. Retribusi daerah
(1) Semula Rp.  4.623.100.000,-
(2) Bertambah / (berkurang) Rp, 400.000.000.-
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp.  5.023.160.000,-
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
(1) Semula Rp.  2.100.000.000,-
(2) Bertambah / (berkurang) Rp, 767.275.500,-

Jumlzh hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
setelah perubahan Rp.

2.867.275.500,



d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

(1) Semula Rp. 13.308.346.500,-
(2) Bertambah / (berkurang) Rp. 432.241.289.-)
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 13.740.587.789,-

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
a. Dana bagi hasil

(1) Semula Rp. 18.809.157.000,-

(2) Bertambah / (berkurang) Rp, 0,

Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan Rp. 18.809.157.000,-
b. Dana alokasi umum

(1) Semula Rp,  262.130.545.000.-

(2) Bertambah / (berkurang) ' Rp. (181.816.000.-)

Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan Rp. 261.948.729.000,-
c. Dana alokasi khusus

(1) Semula Rp. 22.087.200.000,-

'(2) Bertambah / (berkurang) Rp. : 1.000.000.- .

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 22.086.200.000,-

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf ¢ terdiri dari jenis pendapatan:
] a. Hibah :

(1) Semula Rp. 0,-

(2) Bertambah / (berkurang) Rp. 0.~

Jumlah hibah setelah perubahan Rp. 0,-
b. Dana darurat

(1) Semula Rp. 0,-

(2) Bertambah / (berkurang) Rp. 0.

Jumlah dana darurat setelah perubahan Rp. 0.
¢. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya

(1) Semula Rp. 8.269.034.800,-

(2) Bertambah / (berkurang) Rp. 0.-

Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan Rp. 8.269.034.800,-
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d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus

(1) Semula Rp. 12.938.375.000,-
(2) Bertambah / (berkurang) Rp. 20.282.411.280.-

Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan

e. Bantuan keuangan dari provinsi atav dari pemerintah daerah lainnya
(1) Semula Rp. 3.600.600.000,-
(2) Bertambah / (berkurang) Rp, 939.960.000.-
Jumlah dana darurat setelah perubahan

f. Dana penyesuaian infrastruktur daerah

(1) Semula Rp. 0,
(2) Bertambah / (berkurang) Rp, __ 19.800.000.000.-

Jumlah dana darurat setelah perubahan

g. Dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah

(1) Semula Rp. 0,-
(2) Beriambah / (berkurang) Rp., 7.685.719.000,-

Jumlah dana darurat setelah perubahan

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja tidak langsung
(1) Semula Rp.  229.782.663.058,-
(2) Bertambah / (berkurang) Rp.  22.511.359.364.-
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan

b. Belanja Langsung
(1) Semula Rp. 184.781.331.738.-
{2) Bertambah / (berkurang) Rp, 51.106.601.787.-
Jumlah belanja langsung seteiah perubahan

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Pasal 3

Rp.

Rp.

vii

33.220.786.280,-

4.540.560.000,-

19.800.000.000,-

7.685.710.000,-

252.294.022.422,-

235.887.933.525,-



(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
a. Belanja pegawai

(1) Semula Rp.  213.642.463.058,-

(2) Bertambah / (berkurang) Rp, 21.950.359.376.-

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 235.592.822.434,-
b. Belanja bunga

(1) Semula Rp. 0,-

(2) Bertambah / (berkurang) Rp. 0,

Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp. 0,-
c. Belanja subsidi

(1) Semula Rp. 0,-

(2) Bertambah / (berkurang) Rp, 0.-

Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp. 0,-
d. Belanja hibah

(1) Semula Rp. . 11.494.700.000,-

(2) Bertambah / (berkurang) ' " Rp,_ (100.000.012-) : ’

Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 11.394.699.988,-
e. Belanja bantuan sosial

(1) Semula Rp.  4.045.500.000,-

(2) Bertambah / (berkurang) Rp. 661.206.000.-

Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp. 4.706.500.000,-
f. Belanja bagi hasil

(1) Semula Rp. 0,-

(2) Bertambah / (berkurang) Rp. 0.-

Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp. 0,-
g. Belanja Bantuan Keuangan

(1) Semula Rp. 0,-

(2) Bertambah / (berkurang) - Rp, 0.-

Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp. 0,-

viii



3)

h. Belanja tidak terduga
(1) Semula Rp. - 600.000.000,-
(2) Bertambah / (berkurang) Rp. 0,-
Jumlah belanja bunga setelah perubahan

Rp.

600.000.000,-

Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai
(1) Semula Rp. 16.626.153.530,-

(2) Bertambah / (berkurang) Rp. 1.855.375.000.-
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan

b. Belanja barang dan jasa
(1) Semula Rp. 95.819.907.808,-

(2) Bertambah / (berkurang) ) Rp. 14.256.234.901 .-
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan

c. Belanja Modal

(1) Semula Rp.  72.335.270.400,-
(2) Bertambah / (berkurang) Rp, - 34.994.991.886.-

Jumlah belanja modal sctelah perubahan

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
a. Penerimaan

(1) Semula Rp. 63.638.336.496,-
(2) Bertambah / (berkurang) Rp. 23.493.179.082.-

Jumlah penerimaan setelah perubahan

b. Pengeluaran
(1) Semula Rp. 4.900.000.000,-

(2) Bertambah / (berkurang) Rp, (1.000.000.090.-)
Jumlah pengeluaran setelah perubahan

X

‘Rp. 18.481.528.530,-

Rp.  110.076.142.709,-

Rp. 107.330.262.286,-
Pasal 4

Rp. 87.131.515.578,-
Rp. 3.990.000.000,—



(2) Penerimaan sebagaimana dimakud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)

(1) Semula Rp. 63.138.336.496,-

(2) Bertambah / (berkurang) Rp. 23.493.179.082.-

Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan Rp. 86.631.515.578,-
b. Pencairan dana cadangan

(1) Semula Rp. 0,-

(2) Bertambah / (berkurang) Rp, 0.-

Jumlah dana cadangan setelah perubahan Rp. 0,-
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

(1) Semula Rp. 0,-

(2) Bertambah / (berkurang) Rp. 0,-

Jumlah penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 0,-
d. Penerimaan pinjaman daerah _

(1) Semula - . Rp. : " 0,-

(2) Bertambah / (berkurang) Rp. 0,-

Juinlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp. 0,-
e. Penerimaan kembaii pemberian pinjaman v

(1) Semula : Rp. 0,-

(2) Bertambah / (berkurang) Rp. 0.

Jumiah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan Rp. 0,-
f. Penerimaan piutang daerah

(1) Semula Rp. 500.000.000,-

(2) Bertambah / (berkurang) Rp. 0.-

Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan Rp. 500.000.6900,-

(3) Pengeiuaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
a. Pembentukan dana cadangan

(1) Semula ' Rp. 0,-
(2) Bertambah / (berkurang) Rp. 0.-
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan ' Rp. 0,-



b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

(1) Semula Rp. 3.900.000.000,-

(2) Bertambah / (berkurang) Rp. 0.-

Jumlah penyertaan modal (investasi) Pemda setelah perubahan Rp. 3.900.000.000,-
c. Pembayaran pokok utang

(1) Semula Rp. 0,-

(2) Bertambah / (berkurang) Rp. 0,-

Jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan Rp. 0,-
d. Pemberian pinjaman daerah

(1) Semula Rp. 1.000.000.000,-

(2) Bertambah / (berkurang) Rp.  (1.000.000.000.-)

Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp. 0,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubé.han Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah éebagaimana din-laksud‘ dalam Pasal 1, tercantum dalam Lam;:)irah y;ing merupakan bagian yang tidak’
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1.  Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;

2.  Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;

3 Lampiran III ) Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4.  Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintalian Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V. " Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan
: Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Pergolongan dan Per Jabatan;

7.  Lampiaran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan diarnggarkan kembali dalam tahun anggaran ini

8.  Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
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9.  Lampiran IX Daftar Pinjaman dan Obligasi Daerah;

Pasal 6

Walikota Tebing Tinggi menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan
APBD.

Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. .
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 27 Oktober 2011

WALIKOTA TEBING TINGGI
ttd
UMAR ZUNAIDI HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 27 Oktober 2011

Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI
tid
HADI WINARNO

LEMBARAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2011 NOMOR 10
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